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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Teori Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebiijakan publiik merupakan koinsep fundamental dalam 

kajiian admiiniistrasii publiik dan iilmu pemeriintahan yang 

berkaiitan dengan bagaiimana negara merespoins persoialan-

persoialan yang muncul dalam kehiidupan masyarakat. 

Kebiijakan publiik bersiifat mengiikat secara hukum dan 

memiiliikii iimpliikasii langsung maupun tiidak langsung 

terhadap kehiidupan masyarakat luas.
1
 

Secara etiimoiloigiis, iistiilah kebiijakan publiik berasal darii 

dua kata, yaiitu kebiijakan dan publiik. Kata kebiijakan dalam 

bahasa Iindoinesiia merupakan padanan darii iistiilah bahasa 

Iinggriis poiliicy. Secara hiistoiriis, kata poiliicy berakar darii 

bahasa Yunanii poiliis yang berartii “koita” atau “negara-koita”, 

yang kemudiian berkembang dalam bahasa Latiin menjadii 

                                                     
1 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 35. 
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poiliitiia dan dalam bahasa Pranciis menjadii poiliice, yang 

merujuk pada tata keloila pemeriintahan dan pengaturan 

kehiidupan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, 

iistiilah poiliicy diipahamii sebagaii seperangkat keputusan atau 

pedoiman tiindakan yang diitetapkan oileh penguasa untuk 

mengatur urusan publiik dan mencapaii tujuan tertentu dalam 

penyelenggaraan negara.
2
 

Kata publiik berasal darii bahasa Latiin publiicus yang 

berartii “miiliik umum” atau “yang berhubungan dengan 

masyarakat luas”. Dalam kointeks iilmu pemeriintahan dan 

admiiniistrasii negara, publiik merujuk pada keseluruhan warga 

negara atau masyarakat yang menjadii subjek sekaliigus oibjek 

darii tiindakan pemeriintah. Dengan demiikiian, secara 

etiimoiloigiis, kebiijakan publiik dapat diimaknaii sebagaii 

serangkaiian keputusan atau tiindakan pemeriintah yang 

berkaiitan dengan pengaturan dan pengelo ilaan kepentiingan 

masyarakat luas.
3
 

                                                     
2 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy. (Boston: Pearson 

Education 2017), h. 2. 
3 Riant Nugroho, Public Policy. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 

2018), h. 25. 
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Secara termiinoiloigiis, kebiijakan publiik diiartiikan sebagaii 

serangkaiian keputusan atau tiindakan yang diibuat dan 

diilaksanakan oileh pemeriintah sebagaii respoins terhadap 

berbagaii persoialan yang diihadapii masyarakat. Thoimas R. 

Dye secara terkenal mendefiiniisiikan kebiijakan publiik sebagaii 

“Apa pun yang diipiiliih oileh pemeriintah untuk diilakukan atau 

tiidak diilakukan” (whatever goivernments choioise toi doi oir noit 

toi doi). Defiiniisii iinii menegaskan bahwa kebiijakan publiik 

mencakup baiik tiindakan aktiif pemeriintah maupun keputusan 

untuk tiidak bertiindak dalam menghadapii suatu persoialan 

publiik.
4
 

James E. Andersoin mendefiiniisiikan kebiijakan publiik 

sebagaii suatu rangkaiian tiindakan yang mempunyaii tujuan 

tertentu yang diiiikutii dan diilaksanakan oileh seoirang atau 

sekeloimpoik aktoir dalam memecahkan suatu masalah 

tertentu. Dalam kointeks negara, aktoir tersebut adalah 

pemeriintah yang memiiliikii kewenangan sah untuk mengatur 

masyarakat. Dengan demiikiian, kebiijakan publiik tiidak hanya 

                                                     
4 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (Boston, Pearson 

Education 2017), h. 3. 
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berupa keputusan tertuliis sepertii undang-undang atau 

peraturan, tetapii juga mencakup praktiik dan iimplementasii 

kebiijakan dalam kehiidupan nyata.
5
 

Riiant Nugroihoi menyatakan bahwa kebiijakan publiik 

adalah setiiap keputusan yang diibuat oileh pemeriintah untuk 

mencapaii tujuan tertentu yang berkaiitan dengan kepentiingan 

publiik, baiik yang bersiifat regulatiif, diistriibutiif, maupun 

rediistriibutiif. Kebiijakan publiik tiidak hanya terbatas pada 

peraturan perundang-undangan, tetapii juga mencakup 

proigram, strategii, dan tiindakan nyata pemeriintah dalam 

mengeloila urusan publiik.
6
 Dengan demiikiian, kebiijakan 

publiik memiiliikii karakteriistiik utama berupa legiitiimasii 

hukum, oiriientasii pada kepentiingan masyarakat, serta adanya 

koinsekuensii soisiial yang tiimbul darii pelaksanaannya. 

Dalam pemeriintahan daerah, kebiijakan publiik 

diiwujudkan melaluii proiduk hukum daerah sepertii peraturan 

daerah, peraturan kepala daerah, serta kebi ijakan tekniis yang 

                                                     
5 James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, (Boston, 

Cengage Learning , 2016), h. 6. 
6 Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis 

Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2017), h. 89. 
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diilaksanakan oileh perangkat daerah sesuaii dengan 

kewenangan yang diiberiikan oileh peraturan perundang-

undangan. 

2. Dasar Hukum Pengambilan Kebijakan di Indonesia 

Pengambiilan kebiijakan publiik dii Iindoinesiia diilandasii 

oileh siistem hukum nasiioinal yang bersumber pada Undang-

Undang Dasar Negara Republiik Iindoinesiia Tahun 1945 

sebagaii hukum tertiinggii. UUD 1945 memberiikan mandat 

kepada negara, melaluii pemeriintah pusat dan pemeriintah 

daerah, untuk menyelenggarakan pemeriintahan dan 

menetapkan kebiijakan dalam rangka mewujudkan tujuan 

negara, yaiitu meliindungii segenap bangsa Iindoinesiia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehiidupan 

bangsa, dan iikut melaksanakan ketertiiban duniia.
7
 

Selaiin UUD 1945, dasar hukum pengambiilan kebiijakan 

publiik juga diiatur dalam berbagaii peraturan perundang-

undangan, antara laiin Undang-Undang Noimoir 30 Tahun 

2014 tentang Admiiniistrasii Pemeriintahan. Undang-undang iinii 

                                                     
7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2018.), h. 45. 
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menegaskan bahwa setiiap pengambiilan keputusan dan 

tiindakan pemeriintahan harus berpedoiman pada asas-asas 

umum pemeriintahan yang baiik (AUPB), sepertii asas 

kepastiian hukum, kemanfaatan, ketiidakberpiihakan, 

keterbukaan dan akuntabiiliitas.
8
 Asas-asas tersebut menjadii 

landasan noirmatiif agar kebiijakan publiik yang diihasiilkan 

tiidak bersiifat sewenang-wenang dan dapat 

diipertanggungjawabkan secara hukum dan moiral. 

Peraturan perundang-undangan beriikutnya yang 

mengatur pembentukan kebiijakan foirmal termasuk Undang-

Undang, Peraturan Pemeriintah, serta Peraturan Daerah 

(Perda) yang diihasiilkan oileh pemeriintah daerah sesuaii 

dengan kewenangan desentraliisasii. Perda menjadii iinstrumen 

hukum yang mengatur urusan pemeriintahan loikal termasuk 

usaha pemoindoikan sebagaiimana diiatur dalam Perda Koita 

Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014.
9
 

3. Jenis, Proses dan Prinsip Kebijakan Publik 

                                                     
8 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2017.), h. 133. 
9 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Bengkulu. 
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a.  Jenis-Jenis Kebijakan Publik 

Dalam kajiian kebiijakan publiik, para ahlii 

mengklasiifiikasiikan kebiijakan publiik ke dalam beberapa 

jeniis berdasarkan tujuan dan dampaknya terhadap 

masyarakat. Klasiifiikasii iinii pentiing untuk memahami i 

karakter kebiijakan yang diiteliitii. 

1) kebiijakan regulatiif, yaiitu kebiijakan yang bertujuan 

mengatur periilaku masyarakat melaluii noirma hukum 

berupa periintah, larangan, atau pembatasan. 

Kebiijakan jeniis iinii umumnya diiwujudkan dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan, sepertii 

undang-undang dan peraturan daerah, yang mengatur 

ketertiiban umum, periiziinan, dan tata keloila usaha.
10

 

2) Kebiijakan diistriibutiif, yaiitu kebiijakan yang bertujuan 

mendiistriibusiikan sumber daya, pelayanan, atau 

manfaat tertentu kepada keloimpoik masyarakat tanpa 

mengurangii hak keloimpoik laiin secara langsung. 

                                                     
10 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h.76. 
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Cointoihnya adalah kebiijakan pelayanan publiik, 

bantuan soisiial, dan subsiidii pemeriintah. 

3) Kebiijakan rediistriibutiif, yaiitu kebiijakan yang 

bertujuan mengaliihkan sumber daya darii keloimpoik 

tertentu kepada keloimpoik laiin demii tercapaiinya 

keadiilan soisiial. Kebiijakan iinii biiasanya bersiifat 

sensiitiif secara poiliitiik karena menyangkut 

kepentiingan ekoinoimii dan soisiial yang berbeda dii 

masyarakat. 

4) Kebiijakan koinstiitutiif, yaiitu kebiijakan yang mengatur 

struktur kelembagaan, pembagiian kewenangan, dan 

tata kerja pemeriintahan. Kebiijakan iinii berfungsii 

sebagaii kerangka dasar penyelenggaraan 

pemeriintahan.
11

 

b.  Proses Kebijakan Publik 

Kebiijakan publiik tiidak lahiir secara iinstan, melaiinkan 

melaluii suatu proises yang siistematiis dan berkelanjutan. 

                                                     
11 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 52. 
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Proises kebiijakan publiik umumnya terdiirii darii beberapa 

tahapan yang saliing berkaiitan.
12

 

1) Penyusunan Agenda Kebiijakan (Agenda Settiing)  

Proises penentuan masalah publiik yang diianggap 

pentiing dan mendesak untuk diitanganii oileh 

pemeriintah. Masalah tersebut biiasanya muncul dari i 

aspiirasii masyarakat, diinamiika soisiial, atau koindiisii 

tertentu yang memerlukan campur tangan negara.
13

 

2) Perumusan Kebiijakan (Poiliicy Foirmulatiioin) 

 Proises penyusunan alternatiif kebiijakan untuk 

mengatasii masalah yang telah masuk dalam agenda 

kebiijakan. Pada tahap iinii diilakukan analiisiis kebiijakan 

dengan mempertiimbangkan aspek hukum, so isiial, 

ekoinoimii, dan poiliitiik.
14

 

3) Penetapan Kebiijakan (Poiliicy Adoiptiioin) 

Pengambiilan keputusan secara resmii oileh lembaga 

yang berwenang, sepertii pemeriintah bersama DPR 

                                                     
12 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. (Bandung: Alfabeta, 

2020), h. 56–60. 
13 Riant Nugroho, Public Policy. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2018), h. 120–125. 
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atau DPRD, yang kemudiian diituangkan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan. 

4) Iimplementasii Kebiijakan (Poiliicy Iimplementatiioin) 

 Pelaksanaan kebiijakan oileh aparat pemeriintah 

dan piihak terkaiit sesuaii dengan ketentuan yang telah 

diitetapkan. 

5) Evaluasii Kebiijakan (Poiliicy Evaluatiioin) 

Peniilaiian terhadap efektiiviitas kebiijakan dalam 

mencapaii tujuan yang telah diitetapkan serta 

dampaknya terhadap masyarakat.
15

 

c.  Priinsiip-Priinsiip Kebiijakan Publiik 

Agar kebiijakan publiik dapat berjalan secara 

efektiif dan adiil, penyusunannya harus berlandaskan 

priinsiip-priinsiip tertentu.
16

 Priinsiip utama kebiijakan 

publiik antara laiin: 

1) Priinsiip legaliitas, yaiitu kebiijakan harus memiiliikii dasar 

hukum yang jelas dan sah; 

                                                     
15 Arifin Tahir, Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), H. 34. 
16 Riant Nugroho, Public Policy. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2018), h. 68. 
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2) Priinsiip kepentiingan umum, yaiitu kebiijakan harus 

diiarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas; 

3) Priinsiip keadiilan, yaiitu kebiijakan harus 

memperhatiikan kesetaraan dan tiidak diiskriimiinatiif; 

4) Priinsiip transparansii, yaiitu kebiijakan diisusun dan 

diilaksanakan secara terbuka; dan 

5) Priinsiip akuntabiiliitas, yaiitu kebiijakan dapat 

diipertanggungjawabkan secara hukum dan 

admiiniistratiif.
17

 

Priinsiip-priinsiip tersebut sejalan dengan asas-asas 

umum pemeriintahan yang baiik (AUPB) yang menjadi i 

pedoiman dalam penyelenggaraan kebiijakan publiik dii 

Iindoinesiia. 

B. Teori Peraturan Daerah 

1. Pengertian Peraturan Daerah  

Secara etiimoiloigiis, peraturan daerah berasal darii dua 

kata yaiitu peraturan dan daerah.
18

 Kata peraturan berartii 

                                                     
17 R. S. Widodo, Etika dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2021), h. 23. 
18 R. S. Widodo, Etika dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2021), h. 31. 
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ketentuan atau pedoiman yang diibuat untuk mengatur 

kehiidupan masyarakat agar berjalan tertiib, sedangkan kata 

daerah berartii wiilayah admiiniistratiif tertentu yang 

memiiliikii kewenangan pemeriintahan sendiirii. Dengan 

demiikiian, secara etiimoiloigiis peraturan daerah dapat 

diiartiikan sebagaii ketentuan yang diibuat untuk mengatur 

kehiidupan masyarakat dalam suatu wiilayah pemeriintahan 

daerah agar terciipta ketertiiban dan kepastiian hukum.
19

 

Secara termiinoiloigiis, peraturan daerah adalah 

peraturan perundang-undangan yang diibentuk oileh 

pemeriintah daerah bersama Dewan Perwakiilan Rakyat 

Daerah sebagaii dasar hukum dalam penyelenggaraan 

oitoinoimii daerah dan pelaksanaan urusan pemeriintahan 

yang menjadii kewenangan daerah. Peraturan daerah 

memiiliikii kekuatan hukum mengiikat dan berlaku hanya 

dalam wiilayah daerah yang bersangkutan serta tiidak boileh 

                                                     
19 Bambang Giantoro, Slamet Suhartono, dan Syofyan Hadi, “Review 

on Regional Policies in the Law Number 23 of 2014 Concerning Regional 

Government,” (Tadulako Law Review, 2024), h. 3. 
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebiih tiinggii.
20

 

Peraturan Daerah tiidak hanya berfungsii sebagaii alat 

pengaturan (regeliing), tetapii juga sebagaii sarana rekayasa 

soisiial (soiciial engiineeriing) guna mewujudkan ketertiiban, 

keadiilan, dan kesejahteraan masyarakat dii daerah. 

Riidwan HR menjelaskan bahwa Peraturan Daerah 

merupakan proiduk hukum yang bersiifat strategiis karena 

menjadii dasar legal bagii setiiap tiindakan pemeriintahan 

daerah. Oileh karena iitu, Peraturan Daerah harus diisusun 

secara cermat, rasiioinal, dan beroiriientasii pada kepentiingan 

umum agar tiidak bertentangan dengan priinsiip negara 

hukum dan hak-hak masyarakat.
21

 

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 

Pembentukan Peraturan Daerah harus diidasarkan 

pada landasan yang kuat agar memiiliikii legiitiimasii hukum 

dan dapat diiterapkan secara efektiif. Secara teoiriitiis dan 

                                                     
20 Made Nurmawati, “Implementation of Fundamental Legal 

Principles Establishment of Regional Regulations,” (Jakarta: Rajawali Pers, 

2023), h. 2. 
21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2020), h. 31. 
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noirmatiif, landasan pembentukan Peraturan Daerah dapat 

diiklasiifiikasiikan ke dalam tiiga aspek utama, yaiitu landasan 

fiiloisoifiis, landasan yuriidiis, dan landasan soisiioiloigiis.
22

 

1) Landasan fiiloisoifiis 

Merupakan Dasar pemiikiiran yang bersumber 

darii niilaii-niilaii dasar negara Iindoinesiia, khususnya 

Pancasiila. Peraturan Daerah harus mencermiinkan 

niilaii keadiilan, kemanusiiaan, persatuan, demoikrasii, 

dan keadiilan soisiial sebagaiimana terkandung dalam 

Pancasiila. Landasan fiiloisoifiis iinii menuntut agar setiiap 

Peraturan Daerah tiidak hanya sah secara hukum, 

tetapii juga adiil dan bermoiral.
23

 

2) Landasan yuriidiis 

Merupakan dasar hukum yang memberiikan 

kewenangan kepada peme-riintah daerah untuk 

membentuk Peraturan Daerah. Landasan yuriidiis 

utama pembentukan Peraturan Daerah adalah 

                                                     
22 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, 

dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 96. 
23 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yang Baik, (Jakarta: Raja Gra-findo Persada, 2017), h.17. 
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Undang-Undang Dasar Negara Republiik Iindoinesiia 

Tahun 1945, Undang-Undang Noimoir 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaiimana telah diiubah terakhiir dengan Undang-

Undang Noimoir 13 Tahun 2022, serta Undang-

Undang Noimoir 23 Tahun 2014 tentang Pemeriintahan 

Daerah.
24

 Peraturan Daerah harus diibentuk sesuaii 

dengan hiierarkii peraturan perundang-undangan dan 

tiidak boileh bertentangan dengan peraturan yang lebiih 

tiinggii.
25

 

3) Landasan soisiioiloigiis 

Merupakan pertiimbangan terhadap koindiisii, 

kebutuhan, dan diinamiika soisiial masyarakat daerah. 

Peraturan Daerah harus lahiir darii realiitas soisiial dan 

mampu menjawab permasalahan nyata yang di ihadapii 

masyarakat. Landasan so isiioiloigiis menekankan 

pentiingnya partiisiipasii masyarakat dalam proises 

                                                     
24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. 
25 Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-

Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h. 73. 
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pembentukan Peraturan Daerah agar regulasi i yang 

diihasiilkan bersiifat respoinsiif dan iimplementatiif.
26

 

3. Asas-Asas Peraturan Daerah 

Dalam pembentukan dan pelaksanaan Peraturan 

Daerah, terdapat sejumlah asas yang harus di iperhatiikan 

agar Peraturan Daerah tersebut memiiliikii kualiitas noirmatiif 

yang baiik dan dapat diiterapkan secara efektiif. Asas-asas 

Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan bagiian darii 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

sebagaiimana diiatur dalam peraturan perundang-undangan 

dan doiktriin hukum admiiniistrasii negara. 

1) Asas Kejelasan Tujuan, yaiitu Peraturan Daerah harus 

diirumuskan dengan tujuan yang jelas dan terukur 

sehiingga dapat diipahamii oileh aparat pelaksana dan 

masyarakat.
27

 

2) Asas kesesuaiian antara jeniis, hiierarkii, dan materi i 

muatan, yang menegaskan bahwa materii yang diiatur 

                                                     
26 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 19. 
27 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, 

Fungsi, dan Materi Muatan. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Kanisius, 2019), h. 

253. 
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dalam Peraturan Daerah harus sesuaii dengan 

kewenangan daerah dan tiidak melampauii batas 

kewenangan yang diiberiikan oileh peraturan 

perundang-undangan yang lebiih tiinggii.
28

 

3) Asas dapat diilaksanakan, yaiitu Peraturan Daerah 

harus diisusun dengan mempertiimbangkan 

kemampuan aparatur, ketersediiaan sumber daya, serta 

koindiisii soisiial masyarakat sehiingga dapat diiterapkan 

secara efektiif. 

4) Asas kejelasan rumusan, yang menuntut agar no irma 

hukum dalam Peraturan Daerah diirumuskan secara 

jelas, siistematiis, dan tiidak meniimbulkan penafsiiran 

ganda. 

5) Asas keterbukaan, yaiitu proises pembentukan 

Peraturan Daerah harus diilakukan secara transparan 

dan meliibatkan partiisiipasii masyarakat sebagaii piihak 

                                                     
28 Ni’Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa 

Media, 2018), h. 89. 
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yang akan terkena dampak darii berlakunya Peraturan 

Daerah tersebut.
29

 

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah juga 

harus memperhatiikan asas-asas umum pemeriintahan 

yang baiik (AUPB), sepertii asas kepastiian hukum, 

asas kemanfaatan, asas keadiilan, dan asas 

akuntabiiliitas, agar Peraturan Daerah dapat berfungsi i 

sebagaii iinstrumen hukum yang adiil dan beroiriientasii 

pada kepentiingan masyarakat luas.
30

 

C. Teori Siyasah Tanfidziyah 

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah 

Secara bahasa, Siiyasah tanfiidziiyah merupakan 

bagiian darii fiiqh siiyasah yang membahas tentang 

pelaksanaan kekuasaan pemeriintahan dalam menerapkan 

peraturan dan kebiijakan negara. Dalam kajiian fiiqh 

siiyasah, siiyasah tanfiidziiyah berkaiitan dengan fungsii 

eksekutiif pemeriintahan yang bertugas melaksanakan 

                                                     
29 Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang 

di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 40. 
30 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2017), h. 11. 
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hukum dan kebiijakan yang telah diitetapkan oileh oitoiriitas 

yang berwenang demii tercapaiinya kemaslahatan 

masyarakat.
31

 

Secara etiimoiloigiis, iistiilah siiyasah tanfiidziiyah terdiirii 

darii dua kata yaiitu siiyasah dan tanfiidziiyah. Kata siiyasah 

berasal darii bahasa Arab (      –         –           ) yang 

berartii mengatur, memiimpiin, atau mengurus urusan 

masyarakat. Sedangkan kata tanfiidziiyah berasal darii kata 

يذ ف ن  .yang berartii pelaksanaan atau iimplementasii ت

Dengan demiikiian secara etiimoiloigiis siiyasah tanfiidziiyah 

dapat diiartiikan sebagaii pelaksanaan kebiijakan pemeriintah 

dalam mengatur kehiidupan masyarakat.
32

 

Secara termiinoiloigiis, siiyasah tanfiidziiyah adalah 

bagiian darii fiiqh siiyasah yang berkaiitan dengan 

pelaksanaan kebiijakan pemeriintah dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan 

priinsiip-priinsiip syariiat Iislam. Pelaksanaan kebiijakan 

                                                     
31 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik 

Islam. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 135. 
32 Syarif, Mujar Ibnu, Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam. (Jakarta: Erlangga. 2018), h. 45. 
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tersebut harus memperhatiikan kemaslahatan umum 

(maslahah) serta kebiiasaan masyarakat (urf) sehiingga 

hukum Iislam dapat diiterapkan secara kointekstual dalam 

kehiidupan soisiial.
33

 

Siiyasah tanfiidziiyah juga menekankan pentiingnya 

peran pemeriintah dalam menjalankan kebiijakan secara 

efektiif dan bertanggung jawab. Pemeriintah memiiliikii 

kewenangan untuk melaksanakan kebiijakan sepanjang 

kebiijakan tersebut tiidak bertentangan dengan priinsiip-

priinsiip syariiat Iislam.
34

 

Siiyasah tanfiidziiyah dalam peneliitiian iinii merupakan 

landasan teoiriitiis untuk menganaliisiis iimplementasii 

Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Usaha Pemoindoikan khususnya 

                                                     
33 Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah 

Syar’iyyah and Local Fiqh Construction: A Study of Islamic Legal Practice in 

Indonesia,” Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law, (Juni, 

2025). 
34 Afriansyah, Beni., Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 

Perspektif Fiqh Siyasah, (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas 

Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, 2023), h. 21. 
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Pasal 13 ayat (1) dalam perspektiif pelaksanaan kebiijakan 

pemeriintah berdasarkan priinsiip-priinsiip Iislam. 

2. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah 

Dasar hukum siiyasah tanfiidziiyah bersumber darii Al-

Qur’an, hadiis, serta priinsiip-priinsiip fiiqh siiyasah yang 

mengatur kewajiiban pemiimpiin dalam menjalankan 

pemeriintahan. Salah satu dasar hukum siiyasah tanfiidziiyah 

terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Niisa ayat 58: 

1. Landasan Al-Qur'an: Priinsiip Amanah dan Keadiilan 

Landasan utama dalam berpoiliitiik dan menjalankan 

pemeriintahan terdapat dalam QS. An-Niisa: 58: 

ا ٰٓى اهَْلهَِاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَالنَّ تِ اِله نه وا الْْمَه َ يَأمُْرُكُمْ انَْ تُؤَدُّ
ه

 ﴿ اِنَّ اّللّ

َ كَانَ 
ه

ا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اّللّ َ نِعِمَّ
ه

 سِانَْتَحْكُمُوْا ب لْعَدْ لِ ۗ اِنّالّلّ

 ﴾ ٨٥سَمِيْعًاۢبَصِيْرًا 

Artiinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaiikan amanah kepada pemiiliiknya. 

Apabiila kamu menetapkan hukum dii antara 

manusiia, hendaklah kamu tetapkan secara 

adiil. Sesungguhnya Allah memberii 

pengajaran yang paliing baiik kepadamu. 
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Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagii 

Maha Meliihat. (An-Niisa'/4:58).
35

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan 

pemeriintahan merupakan amanah yang harus 

diilaksanakan secara adiil. Pemeriintah memiiliikii 

kewajiiban untuk menjalankan kebiijakan secara 

bertanggung jawab demii kepentiingan masyarakat.
36

 

Dasar hukum siiyasah tanfiidziiyah juga terdapat 

dalam Al-Qur’an Surah An-Niisa ayat 59: 

سُوْلَ وَاوُلىِ الْْمَْرِ  َ وَاطَِيْعُوا الرَّ
ه

ا اطَِيْعُوا اّللّ مَنُوْٰٓ هَا الَّذِيْنَ اه ايَُّ ٰٓ  ﴿ يه

سُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  مِنْكُمْْۚ فَاِن. ِ وَالرَّ
ه

وْهُ اِلىَ اّللّ  تَنَازَعْتُمْ فيِْ شَيْءٍ فَرُدُّ

احَْسَنُ تَأوِْيْلًً   لكَِ خَيْرٌ وَّ خِرِۗ ذه ِ وَالْيَوْمِ الْْه
ه

 ﴾  ٨٥ ࣖتُؤْمِنُوْنَ بِالّلّ

Artiinya : Wahaii oirang-oirang yang beriiman, taatiilah Allah 

dan taatiilah Rasul (Nabii Muhammad) serta 

ululamrii (pemegang kekuasaan) dii antara kamu. 

Jiika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 

kembaliikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan 

                                                     
35 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019), h. 87.  
36 Afriansyah, Beni., Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 

Perspektif Fiqh Siyasah, (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas 

Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, 2023), h. 42. 
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Rasul (sunahnya) jiika kamu beriiman kepada 

Allah dan harii Akhiir. Yang demiikiian iitu lebiih 

baiik (bagiimu) dan lebiih bagus akiibatnya (di i 

duniia dan dii akhiirat). (An-Niisa'/4:59)
37

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

wajiib menaatii pemeriintah selama kebiijakan yang 

diijalankan tiidak bertentangan dengan syariiat Iislam. 

Hal iinii menunjukkan bahwa pelaksanaan kebiijakan 

pemeriintah merupakan bagiian darii siistem 

pemeriintahan yang diiakuii dalam Iislam.
38

 

Dalam fiiqh siiyasah tanfiidziiyah, kebiijakan 

pemeriintah diianggap sah apabiila bertujuan untuk 

kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kebiijakan 

pemeriintah harus beroiriientasii pada kepentiingan 

                                                     
37 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019), h. 87. 
38 Ariansyah, Riki., Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

(Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah, Program Studi 

Hukum Tata Negara, 2023). h. 46. 
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umum sehiingga terciipta ketertiiban soisiial dan 

kesejahteraan masyarakat.
39

 

3. Kaidah Hukum 

Kaiidah hukum siiyasah tanfiidziiyah merupakan 

priinsiip-priinsiip dasar yang menjadii pedoiman dalam 

pelaksanaan kebiijakan pemeriintahan. Kaiidah-kaiidah 

tersebut diigunakan untuk meniilaii apakah suatu kebiijakan 

sesuaii dengan tujuan syariiat Iislam atau tiidak. 

Pertama :  

                                                               

Artiinya : “Kebiijakan pemiimpiin terhadap rakyat 

bergantung pada kemaslahatan”.
40 

Kaiidah iinii menjelaskan bahwa kebiijakan 

pemeriintah harus bertujuan untuk kesejahteraan 

masyarakat dan tiidak boileh merugiikan masyarakat. 

                                                     
39 Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah 

Syar’iyyah and Local Fiqh Construction,” Tanfizi: Journal of Islamic 

Constitutional and Political Law, (Juni, 2025). 
40 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami, terj. Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 1101. 
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Kaiidah iinii menjadii dasar bahwa peraturan daerah 

tentang usaha pemoindoikan bertujuan menjaga ketertiiban 

masyarakat sehiingga termasuk kebiijakan yang 

beroiriientasii pada kemaslahatan. 

Kedua :  

                                                        

Artiinya : “Mencegah kerusakan diidahulukan dariipada 

menariik kemaslahatan”
41

 

Kaiidah iinii menjelaskan bahwa pemeriintah harus 

menguta-makan pencegahan kerusakan soisiial 

diibandiingkan dengan mengambiil manfaat yang lebiih 

keciil.
42

 

Kaiidah iinii relevan dengan pengaturan usaha 

pemoindoikan karena pengaturan tersebut bertujuan 

mencegah terjadiinya penyiimpangan soisiial dii masyarakat. 

Ketiiga :   

                                                     
41 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami, terj. Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 1102. 
42 Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah 

Syar’iyyah and Local Fiqh Construction” Tanfizi: Journal of Islamic 

Constitutional and Political Law. (Juni, 2025). 
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Artiinya : "Sesuatu yang menjadii penyempurna 

terlaksananya suatu kewajiiban, maka hukumnya juga 

wajiib."
43

 

Kewajiiban yang telah diitetapkan oileh pemeriintah 

atau pemegang oitoiriitas yang sah harus diidukung oileh 

berbagaii sarana dan tiindakan yang memungkiinkan 

kewajiiban tersebut terlaksana secara efektiif. Siiyasah 

tanfiidziiyah sebagaii kajiian mengenaii pelaksanaan dan 

penyelenggaraan pemeriintahan menuntut adanya 

tanggung jawab dalam merealiisasiikan kebiijakan, 

peraturan, dan ketentuan yang bertujuan mewujudkan 

kemaslahatan umum. Segala upaya yang diiperlukan untuk 

menjamiin terlaksananya suatu aturan, sepertii pengawasan, 

pembiinaan, penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku, termasuk bagiian darii kewajiiban 

yang harus diilaksanakan. Kaiidah iinii menunjukkan bahwa 

                                                     
43 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami, terj. Abdul Hayyie al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 1104. 
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keberhasiilan pelaksanaan suatu kebiijakan tiidak hanya 

bergantung pada adanya aturan, tetapii juga pada 

kesungguhan seluruh piihak dalam memenuhii sarana dan 

mekaniisme yang mendukung tercapaiinya tujuan hukum 

dan kemaslahatan masyarakat.
44

 

Menjaga ketertiiban liingkungan merupakan 

kewajiiban pemeriintah dan masyarakat. Karena ketertiiban 

tersebut tiidak dapat terwujud tanpa kepatuhan pemiiliik 

kois dalam menjalankan aturan pemoindoikan, maka 

kepatuhan tersebut menjadii suatu kewajiiban yang harus 

diilaksanakan. 

 

                                                     
44 Sutiawan, Danil., Saputra, Roby., Putra, Ifansyah., “Siyasah 

Syar’iyyah and Local Fiqh Construction,” Tanfizi: Journal of Islamic 

Constitutional and Political Law, (Juni, 2025). 


